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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis terhadap Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr. dapat 

disimpulkan bahwa, Pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam 

pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana dalam 

putusan tersebut belum diatur sehingga terhadap restitusi yang dikabulkan 

namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, tidak terdapat penerapan 

hukuman pengganti dan penegakan hukuman pengganti karena pengaturan 

terkait penegakan hukuman pengganti dan penerapan hukuman pengganti hanya 

diatur terhadap tindak pidana tertentu seperti korban TPPO dan juga korban 

tindak pidana terorisme. Terhadap tindak pidana lain seperti pelecehan seksual, 

penganiayaan, dan lain-lain belum diatur terkait hukuman pengganti dan 

penegakan hukuman penggantinya.  

Restitusi bukan merupakan bagian dari sanksi pidana, yang mengakibatkan 

hakim dalam menjatuhkan pembebanan restitusi hanya berpedoman kepada 

undang-undangan terkait seperti UU TPPO, UU Terorisme, UU Perlindungan 

Saksi dan Korban, dan juga UU Perlindungan Anak. Terhadap hukuman 

pengganti, hakim dalam menjatuhkan pembebanan restitusi tidak bisa selalu 

menerapkan hukuman pengganti apabila restitusi itu dikabulkan oleh hakim 

namun tidak dijalankan oleh pelaku tindak pidana, dikarenakan tidak semua 

aturan tentang restitusi mengatur terkait dengan hukuman pengganti dan 

penegakan dari hukuman pengganti tersebut. 
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Akibat dari penggolongan korban tindak pidana tersebut dan belum ada 

aturan yang mengatur secara jelas terkait dengan hukuman pengganti serta 

penegakan hukuman pengganti dalam restitusi terhadap korban tindak pidana 

selain korban TPPO dan korban tindak pidana terorisme menimbulkan 

inkonsistensi terhadap putusan hakim. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat diatas penulis memberikan saran 

kepada lembaga pembuat undang-undang dalam hal ini lembaga legislatif untuk 

segera membuat aturan terkait restitusi. Agar tujuan dari adanya restitusi yakni 

melindungi kepentingan korban yang terampas akibat perbuatan pelaku tindak 

pidana dapat tercapai, dengan cara mengganti kerugian dan juga terdapat upaya 

paksa, agar pelaku tindak pidana tidak begitu saja meninggalkan 

tanggungjawabnya kepada korban, serta aturan tersebut tidak lagi 

menggolongkan macam-macam korban tindak pidana. 
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